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KPU Halmahera Selatan karena tidak menerima penjelasan ketua
KPU terkait penjelasan data ganda identik:

Bahwa Tim Operator dan Bapaslon meminta kepada Ketua KPU
untuk membuktikan atas penjelaskan ganda identik namun Ketua
KPU dan operator tidak bisa membuktikan:
Bahwa pada pukul 22. 00 WIT Bapaslon JAYA-AJA datang ke kantor
KPU membawa dokumen Formulir B.1- KWK diserahkan ke KPU dan
terjadi perdebatan bahwa KTP yang dimiliki ada ganda identik;
Bahwa KPU berdalil apapun bentuknya KPU tetap menolak dan pada
pukul 22.30 WIT ketua KPU dalam pendegaran saksi memerintahkan
Ibu Andi Nurjana membuat Berita Acara penolakan,

Bahwa saksi sempat menyampaikan data kami ada ganda identik
dan kami punya data formulir B.1-KWK sejumlah 16.300;

Bahwa saksi sempat mendengar ketua KPU menyampaikan yang
diterima untuk pasangan Calon itu ada 3 Form yakni B.1-KWK, B.1.1-
KWK dan B.2-KWK, dari ke tiga dokumen tersebut tidak ada atau
salah satu maka tidak bisa diterima;

Bahwa saksi pada saat dikantor KPU tidak mengisi buku tamu tetapi
saat keluar saksi menandatangani buku register;
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Bahwa saksi pernah berkoordinasi sekitar bulan januari dengan KPU
untuk meyerahkan surat mandat namun di arahkan untuk diperbaiki;
Bahwa saksi saat bimtek dijelaskan oleh operator Silon lbu Andi

Nurjana KPU Halmahera Selatan bahwa data ganda di Silon offline
bisa terbacal/terdeteksi;

b. Saksi Harjun La Biru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas mengimput data Formulir B.1-KWK fisik ke
data Silon Offline;

- Bahwa jam 18:00 WIT , saksi melakukan import data dari Silon offline
ke data Silon online terjadi gangguan teknis dan melapor ke Irvan
Djalil;

- Bahwa saksi mengimput data Silon offline sebanyak 16.300 dan
dibawa ke KPU;

- Bahwa saksi telah memeriksa data Silon offline terkait dengan data
ganda;

2. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan
saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Saksi Ali Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

26

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




yang diterbitkan o|

Scanned with CamScanner




w
{

L -1

Scanned with CamScanner




Umen pen

Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




r

palmahera Selatan pada Tanggal 26 Februari 2020 untuk mengajukan Sengketa
Proses Pemilihan, selanjutnya Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki
Permohonan Pemohon, tanggal 28 Februari 2020, Permohonan Pemohon
dinyatakan lengkap dan diregister berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat
(4) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian ;
Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan demikian permohonan |
Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Sengketa Proses
Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Eksepsi Termohon pada Legal Standing dan
Objek Sengketa proses Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Seded

berpendapat sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan kepada Termohon pada seatvpenyecaan

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 23 Februari 2020 maka
sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 ayat (1) huruf b
berbunyi: “Pemohon dalam sengketa Pemilihan terdiri atas huruf b Bakal
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota” juncto Pasal 5 ayat (3) berbunyi: “Bakal Pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b yaitu
pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau
KPU Kabupeten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik
pengusung pasangan calon sebagimana dimaksud pada ayat 1 huruf ¢ dapat
mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi
dan/KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon” dengan
demikian Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera
Selatan Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

b. Menimbang bahwa maksud Permohonan Pemohon dalam mengajukan
Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan adalah
ingin membatalkan Tanda Pengembalian Dokumen Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera
Selatan Tahun 2020 a.n Jaya La Musu, SP., dan Ali Djaidun dikeluarkan oleh
KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada pukul 22.30 WIT, hari minggu tangga
23 Februari Tahun 2020 dan meminta kepada KPU Halmahera Selatan t
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Kabupaten H
DUKU: s zlmahera Selatan menggunakan Tanda Pengembalian Dokumen
gan Bakal Pasangan Calon Perseorangan a.n Jaya La Musu, SP., dan Ali

Diai :
Jaidun yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai Objek Sengketa di Bawaslu
Kabupaten Halmahera Selatan;

d. Menimbang bahwa Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2020 a.n Jaya La Musu, SP., dan Ali Djaidun belum
bersifat konkrit dan final terhadap proses penyerahan Dokumen Bakal Pasangan
Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2020;

e. Menimbang bahwa yang dapat menjadi Objek Sengketa untuk pemenuhan
jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah Berita Acara (BA.1 KWK ) Perseorangan
sesuai dengan Pasal 17A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota:

f Menimbang bahwa Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, mengatur ketentuan
bahwa objek sengketa proses Pemilihan merupakan Keputusan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota, juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, r
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang ketentuan mengatur bahwa Objek
Sengketa Proses Pemilihan adalah Keputusan KPU dan Berita Acara;
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ngketa proses Pemilihan karena adanya asas
€rga owes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding”:

h. Menimbang bahwa Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2020 a.n Jaya La Musu dan Ali Djaidun yang
diajukan oleh Pemohon bukan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan

maka Majelis Musyawarah menilai Permohonan Pemohon telah keliru dan kabur
(obscuur libel);

i. Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah keliru adanya dan
menjadi  kabur maka Majelis Musyawarah menilai dalil-dalili Permohonan
Pemohon untuk selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan diatas
maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

|. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan
Pemohon;

Il. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

lIl. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Objek Sengketa
Proses Pemilihan;

IV. Eksepsi Termohon sebagian beralasan munurut hukum;

V. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk
dikabulkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
ubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undamg sebagaimana tela
apa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tental
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Peraturan Pemerintah Pengganti - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU

Undang juncto Putusan
-XVI1/2019 tertanggal 29 januari 2020 Juncto
Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN
DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Termohon Untuk Sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan
oleh 1). Kahar Yasim, S.H., 2). Rais Kahar, S.Pd, M.Si 3). Asman Jamel, S.H. masing-
masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Selatan dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum
pada hari Selasa Tanggal 10 Maret Tahun 2020 dan dibantu Kamil Muis, S.Ag, M.Si
sebagai Sekretaris Musyawarah yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Ketua
ttd

KAHAR YASIM, S.H.

—_—— e .

Anggota Anggota
Ttd ttd
ASMAN JAMEL, S.H. RAIS KAHAR, S.Pd.,M.Si.
Sekretaris Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Ttd tanggal 10 Maret 2020

Kamil Muis, S.Ag., M.Si. : | AL/ LS

Kamil Muis, S.Ag., M.Si.
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